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ABSTRAK 

Persaingan usaha yang semakin ketat serta dampak pandemi COVID-19 

menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga berujung 

pada kepailitan. Kondisi ini berdampak langsung pada pekerja, khususnya terkait 

pemenuhan hak pesangon akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meskipun 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan prinsip 

hukum Islam telah mengatur perlindungan hak pekerja, dalam praktiknya 

pemenuhan hak tersebut sering kali tidak terealisasi secara optimal. Permasalahan 

ini tampak pada kasus PT Hair Star Indonesia Sidoarjo, sehingga penelitian ini 

difokuskan pada realisasi pembayaran pesangon karyawan PHK akibat kepailitan 

perusahaan serta tinjauannya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan mantan 

karyawan dan perwakilan serikat buruh PT Hair Star Indonesia Sidoarjo, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, surat PHK PT Hair 

Star Indonesia Sidoarjo, website berita, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan 

data meliputi observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

kualitatif dengan pola pikir induktif dengan mengaitkan fakta lapangan dan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pembayaran pesangon 

karyawan PT Hair Star Indonesia Sidoarjo belum terpenuhi secara optimal. 

Hingga penelitian ini dilakukan, mantan karyawan baru menerima pembayaran 

dari hasil penjualan aset perusahaan yang belum melunasi utang upah, sehingga 

hak pesangon dan hak pasca-PHK lainnya belum terealisasi secara nyata. Ditinjau 

dari hukum Islam, kondisi tersebut belum mencerminkan terpenuhinya prinsip 

keadilan dan kemaslahatan dalam akad ijarah. Menurut hukum taflis, keadaan 

pailit memang menyebabkan debitur (muflis) berada dalam pembatasan 

pengelolaan harta untuk kepentingan para kreditur, namun kepailitan tidak 

menghapus kewajiban utang, melainkan mengatur penyelesaiannya secara 

proporsional. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, meskipun PHK akibat pailit merupakan PHK yang sah, 

pengusaha tetap wajib memenuhi hak pesangon, namun keterbatasan harta pailit 

menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pekerja dan serikat 

buruh meningkatkan pemahaman hukum dan berperan aktif dalam mengawal 

proses kepailitan. Pengusaha diharapkan lebih bertanggung jawab dalam 

memenuhi hak-hak pekerja, khususnya pesangon. Selain itu, pemerintah perlu 

memperkuat regulasi dan mekanisme pelaksanaan hukum agar perlindungan hak 

pesangon pekerja dalam kondisi kepailitan dapat direalisasikan secara lebih adil 

dan efektif. 
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